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Ikhtisar Putusan : 

 Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan 
adanya frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 
ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan 
keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) dikarenakan adanya perbedaan tafsir mengenai 
pengertian ruang lingkup kekayaan negara dan/atau keuangan negara yang menyebabkan 
Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) diperiksa oleh BPK dan Pemohon selaku Presiden 
Direktur DP Pertamina akhirnnya menjadi terpidana kasus korupsi;  

 Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena 
yang dimohonkan pengujian formil undang-undang in casu UU 15/2006, maka Mahkamah 
berwenang untuk mengadilli permohonan a quo. 

 Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan 
diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak 
konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola 
keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang 
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006. 
Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) 
antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan 
berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian terlepas dari terbukti 
atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan norma frasa “lembaga atau 
badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga 
atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 
ayat (1) UU 15/2006 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah 
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berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon 
dalam permohonan a quo. 

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili  permohonan a quo dan 
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan 
a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan 
Pemohon. 

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 
54 UU MK, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-
pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. 

Pemohon pada pokoknya mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau 
badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) 
UU 15/2006, karena anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari 
APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak 
menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara. Modal anak 
perusahaan BUMN/BUMD adalah dari BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Dengan 
demikian BPK seharusnya tidak melakukan audit investigatif terhadap DP Pertamina. 

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, sebelum 
mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang 
dipermasalahkan oleh Pemohon, oleh karena terhadap permasalahan yang serupa telah 
pernah dimohonkan pengujian sebelumnya oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis dalam 
Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1992 tentang Dana Pensiun, yang diakui dalam Persidangan oleh Kuasa Pemohon adalah 
orang yang sama dengan orang yang mengajukan permohonan a quo (Muhammad Helmi 
Kamal). Di samping itu, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 mengenai pengujian sepanjang frasa 
“kekayaan pihak lain” dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, dan pengujian sepanjang frasa “Badan Usaha Milik 
Negara” dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan sepanjang frasa “Badan Usaha 
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah” dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 
11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang 
dimohonkan oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara, dkk. Oleh karenanya, 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi 
kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 2/2021). Setelah Mahkamah mencermati dasar pengujian yang digunakan 
oleh Pemohon pada permohonan a quo, dasar pengujian yang digunakan dalam 
permohonan sebelumnya adalah Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat 
(1) UUD 1945, sementara untuk permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yaitu 
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, 
oleh karena pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara a quo berbeda dengan 
dasar pengujian yang digunakan dalam perkara sebelumnya maka terlepas secara 
substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo 
berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk 
dapat diajukan kembali. 

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo Mahkamah telah menyatakan pendiriannya 
terkait dengan pengertian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, bertanggal 18 September 2014, dan 
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, 
bertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkenaan dengan 
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pengertian keuangan negara dan ruang lingkup kewenangan BPK dalam memeriksa 
keuangan negara, sesungguhnya sudah tidak terdapat lagi persoalan konstitusionalitas 
norma sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon, karena ihwal yang dipersoalkan 
oleh Pemohon sejatinya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam 
putusan-putusan tersebut, bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap semua 
subjek hukum apapun sepanjang di dalamnya terdapat pengelolaan keuangan negara, baik 
langsung maupun tidak langsung. Terlebih lagi jika ada dugaan perbuatan penyalahgunaan 
keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan (audit).  

Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan justru akan membatasi kewenangan 
BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang 
mengelola keuangan negara termasuk kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan 
jumlah kerugian yang dilakukan oleh bendahara pengelola lembaga yang menyelenggarakan 
pengelolaan keuangan negara, sehingga apabila norma a quo diubah maka akan berakibat 
tidak utuhnya, bahkan berubahnya konstruksi hukum tugas dan kewenangan BPK dalam 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dalam 
pelaksanaan audit keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan 
negara. Dalil Pemohon dalam permohonan a quo adalah bentuk kekhawatiran Pemohon 
atas keterlibatan BPK dalam pemeriksaan terhadap keuangan Dana Pensiun yang 
pendirinya adalah BUMN sebagaimana kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Dalam 
kaitan ini, Mahkamah tidak berwenang menilai suatu kasus konkret. Oleh karena secara 
substansial tidak terdapat alasan konstitusional baru yang secara fundamental berbeda bagi 
Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan norma 
a quo, sehingga berkenaan dengan pengertian keuangan negara dan ruang lingkup 
kewenangan BPK dalam memeriksa keuangan negara, Mahkamah tetap pada pendiriannya 
sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Sedangkan, 
dalil-dalil lain yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialami maupun yang dijadikan 
contoh oleh Pemohon dalam permohonan    a quo adalah bukan kewenangan Mahkamah 
untuk menilainya. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan 
putusan yang amarnya  Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
  


